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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 

SUMATERA SELATAN (dibawah bimbingan ibu Meti Zuliyana, SE.,M.Si. 

Ak, CA dan Ibu Shelly Farida Tobing, SE,.Ak.,Msi) 

 

Dalam Perencanaan Pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kota 

Palembang disingkat dengan Bapenda, Merupakan lembaga tehnik dibidang 

penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang di pimpin oleh seorang 

badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ataupun 

Walikota ataupun Bupati melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas 

pokok membantu Gubernur atau Walikota atau bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pembangunan daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan upaya - upaya untuk 

meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

penelitian ini data premier dan sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dengan 

turun langsung ke objek penelitian dengan melakukan wawancara, dokumen-

dokumen dan observasi ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan 

agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun nya selalu 

meningkat. Maka dari itu Samsat harus mensosialisasikan lagi cara-cara yang 

lebih praktis untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Daerah 

 



ABSTRACT 

ANALYSIS OF RECEIVING MOTOR VEHICLE TAX (PKB) IN ORDER 

TO INCREASE THE INCOME OF SOUTH SUMATERA PROVINCE 

(Under the guidance of Meti Zuliyana, SE.,M.Si.Ak,.CA and Ms. Shelly 

Farida Tobing, SE,.Ak.,Msi) 

 

In regional development planning, research and development of the city of 

Palembang, abbreviated as Bapenda, is a technical institute in the field of research 

and regional development planning which is led by a body which is under and is 

responsible to the Governor or Mayor or Regent through the regional secretary. 

This body has the main task of assisting the Governor or Mayor or regent in the 

administration of regional government in the area of regional research and 

development. 

This study aims to evaluate and explain efforts to increase regional income 

from the Motor Vehicle Tax (PKB). This research is premier and secondary data, 

that is the data obtained by the writer by going directly to the object of research by 

conducting interviews, documents and observations in the field to support the 

research conducted in order to obtain the expected data source. The results of this 

study found that the revenue of Motor Vehicle Tax (PKB) every year is always 

increasing. Therefore Samsat must further socialize more practical ways to pay 

Motor Vehicle Tax. 

 

Keyword : Vehicle Tax, Regional Income 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1      LATAR BELAKANG 

 Proses pembangunan negara merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan dan dilakukan secara terencana selaras dengan perubahan-

perubahan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui implementasi 

berbagai kegiatan yang didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan. 

    Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah 

dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk menaikkan taraf 

hidup masyarakat dan mendukung program pemerintah agar terlaksana secara 

berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran 

pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan 

untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang 

lebih mengetahui kondisi daerahnya. 

    Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang 

menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena 

itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam 

membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun 

untuk pembiayaan rutin. Ditambah lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 yang bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 

daerah lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan mengurangterhadap pusat, 

maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek maupun subjek 
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pajak yang ada. 

   Pemerintah Daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien 

mungkin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua 

lapisan masyarakat. yang adil dan makmur. Dalam rangka meningkatkan 

Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, 

pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber 

daya yang dimilikinya. Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan Pendapatan Daerah 

yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya, Pendapatan Daerah merupakan 

cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.  

   Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam 

pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau 

masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam 

membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program 

maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BAPENDA) sebagai salah satu 

badan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah yang  melaksanakan 

kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah 

khususnya pemungutan pajak-pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang No.28 

Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3  Tahun 2011. 
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Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

 Tahun 2014-2018 (Dalam Rupiah) 

TAHUN TARGET PENERIMAAN REALISASI PERSENTASE 

 (%) 

2014 577.518.600.000,- 595.679.612.780,- 103,44 

2015 664.114.700.000,- 664.496.752.923,- 100,06 

2016 814.114.700.000,- 750.764.320.361,- 92,21 

2017 777.486.400.742,- 788.639.973.747,- 101,43 

2018 1.036.420.637.518,- 850.081.635.310,- 82,01 

Sumber:   Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah  

Provinsi Sumatera Selatan  

Tabel 1.2 

Daftar Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB)  

Tahun 2014-2018 (Dalam Rupiah) 

TAHUN 

PAJAK 

OBYEK/JUMLAH 

KENDARAAAN 

JUMLAH TUNGGAKAN 

2014 224.090 

 

311.976.360.725,- 

 

2015 229.377 

 

288.022.513.075,- 

 

2016 226.155 

 

233.090.568.675,- 

 

2017 238.739 

 

190.561.144.575,- 

 

2018 288.107 

 

149.217.304.600,- 

 

JUMLAH 1.206.468 1.172.867.891.650,- 

Sumber:   Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah  

Provinsi Sumatera Selatan 

 

Dari 5 (lima) jenis pajak pada tabel 1.1 yang dipungut oleh Badan 

Pendapatan Daerah  Provinsi Sumatera Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam 

memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya dapat 

mempengaruhi Pendapatan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki 

potensi yang paling besar dikarenakan saat ini transportasi merupakan suatu 

kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat. Transportasi menjadi suatu tuntutan dan 

keharusan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan 
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masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi saat ini 

berkembang pesat bukan hanya transportasi umum, namun juga transportasi 

pribadi. Masyarakat saat ini memilih untuk memiliki kendaraan pribadi dengan 

pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Terlebih lagi dengan banyaknya 

kemudahan yang diberikan oleh beberapa pihak yang memberikan kredit, dimana 

dapat memudahkan masyarakat dalam pembelian kendaraan pribadi. Hal inilah 

yang merupakan salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih 

tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak provinsi lainnya. 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tabel 1.2 belum 

memberikan hasil yang maksimal. Ini dapat dilihat dari persentase (%)  antara 

target penerimaan dan realisasi yang cenderung menurun. Hal tersebut dipicu 

karena adanya target penerimaan yang ditetapkan untuk Pajak Kendaraan 

Bermotor yang terus meningkat. 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan sebagai salah satu upaya terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah juga 

belum memberikan hasil maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3, dimana 

masih banyaknya objek tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).  

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pada akhirnya 

mempengaruhi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, faktor-faktor yang 

menghambat dalam pemungutan dan upaya yang dilakukan.  
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Berdasarkan dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut,  

Tentang pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sumatera Selatan dalam 

kurun waktu 2014-2018 yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang 

berjudul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

(PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 

SUMATERA SELATAN”  

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 

perumusan masalah di dalam skiripsi ini adalah sebagai berikut:   

• Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam 

meningkatkan pendapataan daerah Provinsi Sumatera Selatan? 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:  

• Untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam 

meningkatkan pendapataan daerah Provinsi Sumatera Selatan? 

 

 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 
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Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi 

penulis,   akademisi, dan pemerintah,  yaitu:  

1. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan meningkatkan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Bagi Penulis, dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, 

pengetahuan bagi penulis dalam bidang yang diteliti dan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas 

Ekonomi Program S1 Universitas Tridinanti. 

3. Bagi Akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan, masukan, kajian dan informasi bagi penulis selanjutnya 

yang ingin membahas kembali masalah ini dalam penelitian di masa yang 

akan datang. 
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